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ABSTRAK

EFRIATI (03 193 002) Judul Skripsi*Kinerja Aparatur Pemerintah Ujung
Gurun Keeamatan Padang Barat Dalam Pelavanan Publik® Jurusan Hmu

Politik Universitas Andalas

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Pemerineah
Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat. Hal ini dilatarbelakang
adanya perobaban Kinerja Aparatur menjadi lebih baik.

Untuk mengetzhui Kinerja Aparatur digunakan konsep dan indikator
Kinerja menurul Agus  Dwivanto, yaitn; Produktifitas, kualitas lavanan,
Responsifitas. Responsibilitas dan akuntahilitas,

Penelitian dilakukan dengan mengeunakan pendekatan kualitatif vang
dilengkapi dengan data kuantitatif dan menggunakan tipe pendekatan deskeiplif
Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara mendalami indepth
Interview). Teknik pemilihan informan memakai teknik purposif sampling,
sedlangkan analisa data mengpunakan metode etk dan emik

Dan hasil penelitian vang didapat, Kinega Aparatre Pemerintah
Kelurahan Ujung Gurun tergolong baik. Hal ini ditanda dengan semakin
cepainya penyelesaian pelayanan surat-menyurat. pelavanan sudah lebih baik
khususnya dalam hal kemudahan, kecepatan, dan ketepatan pelayanan, lembaga
pelayanan publik sudah beranppung jawab, pelavanan sudah  mengikut
Eetentuan yang berlaku dan sudah menerapkan prinsip keamanan, kenvamanan

dan keterbukaan.
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FPENDAHULUAN

A_ Latar Belakang

Pada dasarnya pemerintah dibentuk adalah  sebagai pelayvan  kepada
masyasakat. Pemerintab tidaklah diadakan melavani dirinva sendiri, melainkan
untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggola masvarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dem
mencapal wjuan bersama. Dalam perspektif otonomi daerah, salah saiy tujuan
otonemi adalah untuk meningkatkan  pelavanan publik kepada masvarakar.
Dengan kewenangan vang dimiliki, pemerimah dacrah secarn akif dan kreatif
berupaya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang baik dan berkualitas.
Untuk itw pemerintah daerah senantizsa mampu melakukan sejumlah terobosan
Pagi perbaikan kualitas pelayanan publik vang efeldif dan efisien. Berangkat dari
senyatan tersebut, birokrasi publik berkewnjiban dan bertanggung jawah untuk

memberikan pelavanan publik vang efekiif] cfisien dan profesional, Pelayvanan



publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dan fungsi aparatu
nepara sebagai abdi masvarakat disamping sebagai abdi negara’,

Seinng dengan penerapan otonomi dacrah di Indonesia vang dimula sk
tahun 2000, yang ditandai dengan keluarmya UL No, 22 Tahun 1999 yang direvisi
dengan Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka
pemerintah daerab harus mampu untuk mencermati dan menyingkapi dengan
cepat apa yang menjadi keinginan masyarakal banyak sccara partisipatit
wanparan dan ekonomis, Tuntutan  akan  profesionalitas  birokrat sehagai
penvelenggara pemerintahan sangat penting dan merupakan prasvarat muilak bagi
terselenggaranya manajemen negara dan daerah vang efektif dan efisien”. Drengan
Semikian, pemerintah daerah disamping memiliki kewenangan vang luas dalam
mengatur pemerintshannys, juga memiliki sejumlah kewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat,

Untuk menocapai tujuan ekonomi daerah tersebut, pemerintah daerah
cemudian berupaya untuk sejumlah upaya perbaikan, antara lain vaitu dengan

meningkatkan pelayanan publik. Dalam hal peningkatan pelayanan publik. selama

~oxo Widndo, good povernance; felowh dari dimensi atuntabilitas dan conirad
Serirgsi CRurabayac nsun Cendekia, 2000, hal. 2649,

=dyanus Herman Halim, menangkap Momemnm (iorami Duerah, { Pekanbans UNR] Press,
2900 knl. 135,
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ini pemerintah daerah telah berupaya uniuk meneiptakan sistem pelayanan vanyg
terbaik bagi masyarakat. karena dengan adanya sistem pelayanan publik vang baik
merupakan  salah sa pertanda berhasilnya  pelaksanaan otonomi  ducrah,
Kenyataan selama ini menunjukan masih lemahnya kualitas pelayanan publik
vang diberikan oleh pemerintah.. Dimana  aparatur seringkali menpanggap
pelayanan kepada masyarakat bukanlah prioritas utama Sehingpn seringkali
timbul sejumlah keluban dari masyarakal terhadap kualitas layanan vang
diberikan oleh birokrasi publik. Salah sat upaya vahg dilakukan  uniuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan memperjelas prosedur
pelayanan dan biaya administrasi vang harus dikeluarkan. Terohasan vang cukup
banvak dilakukan oleh pemerintah daerah adalab dengan memberikan pelayanan
“itu pintu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar kinerja aparatur
pirokrasi publik menjadi lebib responsif dan akuntabel.

Fokus selanjutnya dari agenda otonomi dacrah vaitu agar tewajudnyva good
covernance, Paradigma bara dalam penyelenggarann pemerintahan adalah dengarn
i menerapkan prinsip-prinsip good governance, Goog gevernance adalah suaty
consip yang  menegaskan  bahwa  dalam  penvelenggaraan pemerntahan,

=mbangunan, dan pelayanan publik, tidak semats-mata  dilakukan  oleh



e e — Y P —

pemerintah saja, tetapd juga harus melibatkan seluruh clemen, haik vang ado
dalam  internal birokrasi maupun wang ada Ji masvarakar, Dalam rangka
mewujudkan good goversance, setiap pejabat publik stanpun birokrasi, wijih
bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kepada publik sepala sikap,
prilaku dan kebijakannya dalam  melaksanakan togas  pokok, fungsi dan
kewenangan vang diberikan Kepadanya. Apsr para pejubat publik  dapat
melaksanakan akuntabilitas kinerja mereka dalam memberikan pelavanan publik
sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan publik®,

Sebagmi wilayah  pemerintaban  vang berada di bawah  kecamatan.
kelurahan wajib melaksanakan tatanan pemerintahan yang baik dalam melayani
publik.  Pedoman tentang  pembentukan, penghapusan  dan  penggabungan
eiurahan ini tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 65 Tahun 1999
Teniang Pedoman Pembentukan Kelurahan,

Setiap kabupaten dan kota di provinsi Sumaters Barat juga merespon balik
“eputusan pemerintah pusal dan doerab, scperti halnya di Kota Padang vanp
—erespon dengan Peraturan Daersh Kota Padang No. 6 whun 2008, tentang

sembentukan susunan organisasi kecamatan, dan kelurahan adalab wilayah kerja
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BAB V1

PENLUTUP

A.  Kesimpulan

Dari hasil penelitian sebagaimana vang telah dipaparkan pada bab-bah
sehelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan scbhagai berikut:

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
sualu kegpatankebijakan dalam mewunjudkan sasaran, twjuan, visi dan misi
organizasi, Dalam hubungannya dengan penyelengparsan otonomi  daerah,
pemenntah  dacrah perlu untuk menunjukkan prestasi dalam  memberikan
pelavanan publik. Uniuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah daerah tersebut
dapat digunakan sejumlah indikator, antara Iain yaitu: Produktifitas. kualitas
lavanan, responsibilitas, responsifitas, dan akuntabilitas,

Dlari uraian diatas yang telah pepeliti laksanakan dengan menggunakan
indikator-indikator tersebut, disimpulkan kinerja aparatur pemerintah kelurahan
Lijurnyg Gurun tergolong baik hal ini ditujukan dengan ;

1. Produktifitas : peningkatan pelayanan terhadap misalnya telah

cepatnya menyelesaikan pelayanan sural-menyurat
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Kualitas layanan : pelayanan kepada masvarukat sudah  baik,

khususnya dalam kemudahan. kecepatan dan ketepatan pelayanan

Responsifitas tpelaksanaan tugas dan lavanan sudah sesusi dengan

Lod

harapan dan kebuluhan masyarakar. Dan lembaga pelavanan publik
bertanggung jawab dalam bekerja.

4. Responsibilitas © Kinerja aparatur sudah didasarkan pada prinsip
administrasi yang baik. Dan panduan pelavanan, tugas dan fungsi

masing-masing sudah cukup jelas.

h
f

Akuntabilitas : prosedur, persvaratan dan hiava pelayanan sudah
cukup jelas. Dan pelavanan vang diberikan sudah menurut prinsip
keamanan, kenyvamanan dan keterbukaan.
B.  Saran

Dari hasil penelitian vang telah dilakukan diperoleh sebagai sumbangan
pemikiran dan penulis. maka penulis menvarankan

1. Pemerintah dacdrab diharapakan semakin meningkatkan kinedanva,
baik dari segi produktifditas, kualitas lavanan, responsifitas,
respoensibilitas dan akuntabilitas,

2. Pemerintah dagrah dibarapkan mampu mewujudkan kinetja yang
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